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TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM  

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

Oleh 

DHEA HANDARININGTYAS 

 

 

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account  

pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa 

jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan 

penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, 

karena instagram ini  bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang 

dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti 

wanprestasi. Mengenai jual beli elektronik ini secara umum (lex generalis) diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus (lex specialis) 

transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para 

pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan 

kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat 

hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram 

melakukan wanprestasi. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif 

terapan  dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.  
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Hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media instagram 

ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan 

transaksi jual beli melalui media instagram. Kelebihan dalam transaksi jual beli 

melalui media instagram ini banyak, salah satunya pembeli dapat menanyakan 

mengenai ketersediaan barang yang ada kepada penjual, tidak seperti jual beli di 

web pada umumnya. Kekurangan dalam transaksi jual beli instagram ini dari segi 

hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah 

dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan 

dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak seimbang. Apabila ada penjual 

yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan 

akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, 

atau potongan harga barang, dan kompensasi.  

 

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Instagram 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah 

menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu 

dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan 

produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana 

teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, 

dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya 

perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum
1
.  

 

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi 

teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu 

yang memudahkan pengguna itu sendiri itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat 

dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu 

media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan 

dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic 

commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce sebagai kontrak dagang 

elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum 

                                                           
1
 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), hlm. 39. 



2 

 

kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang 

mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet
2
. 

 

Media sosial seperti facebook, instagram, path, line, whatsapp, BBM, twitter, 

saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, 

hal ini didukung oleh jumlah penggunanya ditahun 2016 yang rata-rata 

mencapai 30 juta orang
3
. Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan 

pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa 

jual beli.  

 

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu instagram. 

Instagram yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan 

mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat 

dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media 

sosial ini. Transaksi jual beli melalui media instagram ini menjadi alternatif 

yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya 

perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew 

Research Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik 

melakukan transaksi melalui media instagram ini karena mudah mencari 

barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran 

yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu 

barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan 

                                                           
2
 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2001), hlm. 281. 
3
 http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-

Digunakan-Di-Indonesia, diakses pada 17 September 2016, pukul 11:57. 

http://www.pewinternet.org/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
http://www.pewinternet.org/2015/08/19/the-demographics-of-social-media-users/
http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia
http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia


3 

 

mengefisiensikan waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang 

kapan saja dan dimana saja
4
.  

 

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (lex generalis) diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) 

Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan 

beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara 

khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE).  

 

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 

Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu 

menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari 

KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang 

serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang 

dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian 

                                                           
4
 http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-

kebanyakan-cewek/, diakses pada 27 Agustus 2016,  pukul 22:04. 

http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/
http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/
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yang tercipta adalah melalui internet juga
5
. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 

1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu 

“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem 

elektronik”.  

 

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli 

melalui instagram ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran 

yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai 

ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian
6
. Penawaran pada 

transaksi jual beli melalui instagram ini yang melakukan adalah pihak penjual, 

yang mana penjual memanfaatkan instagram ini untuk menampilkan produk 

dagangan yang ditunjukan pada halaman timeline instagram calon pembelinya, 

dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli. 

 

Penjualan di instagram ini menggunakan sistem penawaran dan interaksi yang 

mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk 

melakukan transaksi melalui media instagram ini. Hal ini dibuktikan oleh 

pengakuan Paul Webster selaku Brand Development Lead Asia Pacific dari 

instagram yang mengungkapkan, keterkaitan komunitas dengan salah satu 

media sosial instagram telah mengalami pertumbuhan pesat dan senantiasa 

berinteraksi dengan mereka. Ramainya pengguna instagram menjadi salah satu 

alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai 

tempat berjualan online. Berdasarkan data dari techinasia (selanjutnya disebut 

                                                           
5
 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hlm. 228. 
6
 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak 

Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 2001, hlm. 33. 
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TNS), sebuah perusahaan riset dan analisis asal Inggris bernama TNS  mencatat 

bahwa Indonesia menjadi negara pengguna instagram terbanyak ketiga di 

dunia. Sebanyak 89% pengguna instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun, 

dengan 63% di antaranya merupakan perempuan. TNS juga mencatat bahwa 

45% pengguna instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang 

yang mereka temui di sana
7
.  

 

Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan 

melalukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, 

produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat 

mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai,  karena dapat dilakukan 

saat sedang santai sekalipun
8
. 

Berdasarkan kelebihan di atas tidak memungkiri pula adanya risiko yang 

timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para 

pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan 

satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah 

perjanjian
9
. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para 

pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian 

seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat 

menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain 

apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam 

transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak 

                                                           
7
 http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-

indonesia-terbanyak-mencapai-89, diakses pada 27 Agustus 2016, pukul 21:19. 
8
 Fathul Husnan  dan Java Creativity, Buku Pintar Bisnis Online, (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2015), hlm. 4. 
9
 Asril Sitompul, Hukum Internet, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 55. 

http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89
http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89
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apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban 

dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli
10

.   

 

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu 

pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang 

dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh 

perbuatan tersebut.  Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, 

pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem 

sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang 

menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud 

dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada 

seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam 

negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan 

diatur dalam undang-undang
11

.  

 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis 

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi 

elektronik yang mengganggu ketertiban umum”.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis 

sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual 

beli di media instagram, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah  

 

                                                           
10

 Setiawan,  Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 4.  
11

 Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 255. 
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penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul  

“ Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli 

melalui instagram?  

2. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui 

instagram? 

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual 

beli melalui instagram melakukan wanprestasi?  

 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah : 

1. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum 

mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan transaksi 

jual beli melalui media instagram. Bidang ilmu ini adalah hukum 

keperdataan. Khususnya hukum jual beli. 
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2. Ruang lingkup objek kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media instagram.  

 

 

D. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban dalam transaksi 

jual beli melalui instagram. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam 

transaksi jual beli melalui instagram. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila 

penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan 

wanprestasi. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan 

pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum perdata 

yang berkenaan dengan transaksi jual beli. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum 

bagi peneliti khususnya mengenai transaksi jual beli melalui media 

instagram; 
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b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang 

dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pokok bahasan; dan 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Perjanjian 

 

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan 

mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.” Namun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata 

tersebut tidak jelas dan lemah. Ketidakjelasan pasal tersebut dapat dikaji dari 

beberapa pendapat para sarjana hukum. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut Abdulkadir  Muhammad  menyatakan 

ketidakjelasan dan kelemahan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa unsur 

yaitu   lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di sini adalah 

dalam bidang bisnis/harta kekayaan yang mengandung nilai ekonomis. 

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata 

kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak tidak dari 

kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling 

mengikatkan diri”. Kemudian rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan 

pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak 

mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, dapat 

menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang, yang dapat 
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mengakibatkan perjanjian batal”
12

. 

 

Berdasarkan alasan tersebut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi 

mengenai perjanjian yaitu “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua 

pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang 

bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”
13

. 

 

Selain itu Rahmat Setiawan pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari 

pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “hanya 

menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan 

dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum 

yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam Pasal 1313 

KUHPerdata
14

. 

 

Berdasarkan alasan tersebut perumusan perjanjian menurut Rahmat Setiawan 

menjadi “suatu  perbuatan  hukum  dimana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

 

Mariam Darus Badrulzaman pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari 

pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu  

“definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata 

adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan 

itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas 

                                                           
12

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2010), hlm. 289. 
13

 Ibid, hlm. 290. 
14

  Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 

hlm. 49. 
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karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum 

keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya 

berbeda  dengan  perjanjian  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  Buku  III, 

perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai 

secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang”
15

. 

 

Berdasarkan alasan yang dikemukan di atas, maka perlu dirumuskan kembali 

apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Subekti yang dimaksud 

dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal, kemudian dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan
16

. 

 

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum 

yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang 

memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu 

prestasi
17

. 

 

Menurut   Syahmin   AK,   dalam   bentuknya   perjanjian   itu   berupa   suatu 

 
rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis
18

. 

 

 

 

                                                           
15

 Mariam Darus Badrulzaman, E-Commerce tinjauan dari hukum kontrak 

indonesia, Op. Cit., hlm. 65. 
16

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 5. 
17

  M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 

6. 
18

 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 140. 
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B. Syarat Sah Perjanjian  

 

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu 

perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari 

syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara 

melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang 

halal.  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan adalah sependapat pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa 

yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang 

lainnya. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, 

kekhilafan atau pun penipuan. 

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tak cakap untuk membuat suatu 

perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di 

bawah pengampuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dikatakan 

cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah 

mencapai umur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah 
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pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak di bawah pengampuan, dan 

memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain
19

. 

 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang 

wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat 

ditentukan. 

 

4. Suatu sebab yang halal 

Suatu sebab yang halal, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat 

perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud 

dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab 

dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat 

perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang 

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. 

 

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya 

setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi 

perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam 

dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif
20

.  

 

Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan dari 

pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi objek 

yang diperjanjikan dan haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum, 

tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut 

                                                           
19

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 301. 
20 Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law,  (Jakarta : 

Pustaka Sinar Harapan, 1993) ,  hlm. 44. 
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mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan 

kebatalan, baik dalam  bentuk  dapat  dibatalkan  (jika  terdapat  pelanggaran  

terhadap  syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak 

terpenuhinya syarat objektif)
21

. 

 

C. Macam-Macam Perjanjian 

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, dan perjanjian tersebut 

memiliki kriteria masing-masing. Perjanjian tersebut yaitu:   

 

1. Perjanjian dua pihak dan sepihak 

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak 

adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, 

misalnya jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak 

adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain 

menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah. 

 

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama 

Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk 

undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama 

diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang 

sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus 

dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, 

hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam Buku III 

titel V-XVIII KUHPerdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama 

                                                           
21 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 93. 
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adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak 

terbatas.  

 

3. Perjanjian obligator dan kebendaan 

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, 

misalnya jual beli, sejak terjadi persetujuan mengenai benda dan harga, penjual 

wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual 

berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti 

dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, 

seperti sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan 

penguasaan benda. 

 

4. Perjanjian konsensual dan real 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru 

tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi 

tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak. 

 

Pada hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan 

sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, 

seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. 

Peristiwa ini disebut kontan (tunai). 
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5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga 

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah 

perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu 

sendiri. Berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan 

kedua. Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlaku untuk kepentingan 

pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang yang 

mempunyai hak, dan orang-orang pihak ketiga. Para pihak yang membuat 

perjanjian tidak dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila 

pihak ketiga itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan 

penerima wasiat. 

 

D. Perjanjian Jual Beli 

 

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.  

 

Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dari para pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. 

Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, didahului dengan tawar menawar, 

yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak 

terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan 

sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual 

beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan 

masyarakat
22

. Tujuan utama dari jual beli ialah memindahkan hak milik atas 

                                                           
22

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 317. 
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suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain. 

 

1. Konsep jual beli:  

a. Subjek jual beli 

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling 

membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama disebut 

penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli. 

 

b. Perbuatan jual beli 

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan 

pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata 

sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. 

Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari 

penjual kepada pembeli. Pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah 

uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima. 

 

c. Objek jual beli 

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, 

baik wujud, jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda 

yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijualbelikan itu status nya jelas dan 

sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon pembeli, dijual ditempat 

umum, dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur. 
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d. Hubungan kewajiban dan hak 

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk menyerahkan 

benda dan memperoleh pembayaran, keterkaitan pembeli untuk membayar 

harga dan memperoleh benda. 

 

2. Saat terjadi jual beli 

 

a. Asas konsensual 

 

Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian, jual beli itu 

sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara penjual dan 

pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. 

Ketika penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika 

itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak.  

Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap sudah terjadi ketika 

penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun 

benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud 

adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang di kehendaki 

oleh pembeli. 

b. Persetujuan kehendak  

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1320 

KUHPerdata yang mengatur tentang unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian 

sah. Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau kata sepakat antara 

pihak- pihak. Sejak tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan 

mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya
23

. 

                                                           
23

 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), hlm. 14. 
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3. Risiko dalam jual beli  

a. Risiko dan keadaan memaksa 

Risiko dalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu 

peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli. Masalah risiko merupakan 

akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual 

atau pembeli, yang menimbulkan munah atau rusak benda objek jual beli 

sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang 

timbul. 

 

b. Pengaturan risiko 

Menurut ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, jika benda yang dijual itu berupa 

benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian, benda tersebut 

menjadi tanggung jawab pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan 

dan penjual berhak menuntut harganya.  

 

c. Pengaturan risiko tidak adil 

Menurut Subekti, penerapan Pasal 1460 KUHPerdata ini oleh masyarakat 

dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan menunjuk 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan Pasal 1460. 

Secara sempit menunjuk pada perkataan “benda tertentu” yang harus diartikan 

sebagai benda yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak 

dapat ditukar dengan benda lain, dengan membatasi berlakunya Pasal 1460 

seperti itu, keganjilan sudah dapat dikurangi.
24

 

  

 

                                                           
24

 Ibid, hlm. 36-37. 
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d. Upaya Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung RI Melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang 

ditujukan kepada semua hakim dan pengadilan menyatakan bahwa beberapa 

pasal dalam KUHPerdata, termasuk Pasal 1460 tidak diberlakukan lagi.  

Seharusnya diartikan risiko tetap menjadi beban penjual karena hak milik 

belum berpindah masih berada ditangan penjual. Hak milik baru berpindah 

kepada pembeli sesudah benda menurut tumpukan itu ditimbang, dihitung, atau 

diukur. Jadi, benda itu sudah dipisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan 

penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah dikuasai pembeli. Jadi, 

dalam hal ini wajarlah jika risiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi 

beban pembeli.  

4. Hak membeli kembali 

Menurut Pasal 1519 KUHPerdata, hak membeli kembali benda yang dijual, 

bersumber dari janji yang ditetapkan oleh penjual untuk menerima kembali 

benda yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian semula yang 

telah diterimanya disertai semua penggantian yang dinyatakan dalam Pasal 

1532 KUHPerdata. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan 

pembeli untuk pembelian dan penyerahan. 

 

Pasal 1520 KUHPerdata “hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan 

untuk suatu waktu yang lebih lama dari lima tahun”. Namun, dalam hal 

transaksi jual beli elektronik waktu yang ditentukan untuk hak membeli 

kembali adalah sesuai kesepakatan.  
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E. Kontrak Elektronik  

 

1. Pengertian  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

ITE memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang 

dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik yang menjadi media 

pembuatan kontrak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 Tentang ITE, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik.  

Sistem elektronik yang digunakan sebagai media oleh para pihak yang 

membuat kontrak elektronik, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE digunakan untuk menjelaskan keberadaan 

sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis 

jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, 

memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan 

informasi elektronik.  

Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak pada umumnya ialah kontrak 

elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya 

dibuat tidak melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan kontrak 
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tidak bernama yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil 

berupa transaksi elektronik yang di lakukan oleh para pihak
25

.  

2. Penyelenggara sistem elektronik 

Beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas 

transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce, yaitu: 

a. penjual (merchant); 

b. pembeli (buyer); 

c. penyedia jasa layanan jaringan internet; dan 

d. bank sebagai sarana pembayaran. 

 

3. Unsur-unsur kontrak elektronik 

Unsur-unsur kontrak elektronik adalah sebagai berikut
26

 :  

a. ada kontrak yang sifatnya campuran yang berkaitan dengan jual beli atau 

penyediaan barang dan jasa atau peralihan hak; 

b. kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media 

elektronik; 

c. pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran 

secara fisik dari para pihak yang membuat dan melaksanakannya; 

d. terjadinya kontrak secara elektronik dalam sistem atau jaringan publik; 

e. sistem atau jaringan publik yang menjadi tempat berbelanja kontrak 

bersifat terbuka; 

f. kontrak itu terlepas dari batas wilayah atau yurisdiksi nasional dan 

persyaratan lokal. 

                                                           
25

 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: CV Mandar Jaya, 2016), hlm. 

239. 
26

 Ibid, hlm. 243. 
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4. Jenis –jenis kontrak elektronik 

Transaksi bisnis dapat dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik yang 

dituangkan ke dalam kontrak elektronik, yang dikenal dengan istilah e-

commerce atau aktivitas bisnis komersial secara elektronik. Menurut Richardus 

Eko Indrajit, e-commerce apabila dilihat dari jenis transaksinya mempunyai 

dua pola, yaitu
27

: 

 

a. Bussiness to bussiness  

Pola yang terjadi antara company to company, e-commerce antar perusahaan, 

yang memiliki jalur komunikasi yang disebut ekstranet yaitu penggabungan 

dua atau lebih intranet, yang terjadi karena adanya hubungan bisnis antar dua 

atau lebih lembaga. Contohnya, perusahaan yang membangun interface dengan 

sistem perusahaan rekannya (pemasok, agen, distributor, dan sebagainya) 

format ekstranet inilah yang menjadi B to B (bussiness to bussines). 

b. Business to consumers  

Pola transaksi perdagangan produk maupun jasa antara perusahaan dengan 

konsumen secara langsung, yang menggunakan transaksi elektronik yang 

menghubungkan sistem yang ada dengan public dalam hal ini diwakili oleh 

teknologi internet. 

 

 

                                                           
27

 Richardus  Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, 

(Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 16.  
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Menurut Edmon Makarim terdapat pula model transaksi bisnis secara 

elektronik, yaitu
28

 : 

a. Customer to custom 

Model transaksi bisnis secara elektronik antar konsumen untuk mengetahui 

suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, yang lebih luas. 

b. Customer to bussiness 

Model transaksi bisnis secara elektronik yang memungkinkan individu menjual 

suatu barang kepada perusahaan.  

 

F. Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur. Terdapat dalam restatement of the law of contracts (Amerika 

Serikat), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam 

total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak 

tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan 

perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan
29

. 

 

Ada empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut:  

1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur 

pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. 

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 

KUHPerdata). 

                                                           
28

 Edmon Makarim, Op. Cit., hlm. 74. 
29

 Salim H.S, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm. 98-99.  
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3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul 

setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesengajaan atau 

kesalahan besar dari pihak kreditur. 

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan 

menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata. 

 

G. Pengaturan dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik 

Mengenai transaksi ini secara umum (lex generalis) diatur dalam KUHPerdata 

Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan 

beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara 

khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengenai transaksi elektronik ini 

berhubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), dan berhubungan 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 yang membahas 

mengenai pihak yang terlibat dalam jual beli melalui media instagram.  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terdiri dari XIII Bab, 

yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Informasi, 

Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi 

Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama 

Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi, Bab VII 

Perbuatan yang dilarang, Bab VIII Penyelesaian Sengketa, Bab IX Peran 
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Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X Penyidikan, Bab XI Ketentuan 

Pidana, Bab XII Ketentuan Peralih, dan Bab XIII Ketentuan Penutup. 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah ketentuan yang 

berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia 

maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di 

wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan 

merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 

pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan 

mengenai perbuatan yang dilarang.  

 

Info elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau alat cetaknya merupakan 

alat bukti hukum yang sah karena merupakan perluasan dari alat bukti hukum 

yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak 

berlaku pada surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat 

akta. 

 

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh 

pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima 

dan telah memasuki sistem elektronik  yang berada di luar kendali pengirim. 
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Disamping itu, kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik dibawah 

kendali penerima yang berhak. 

 

Manfaat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah:  

1. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud 

menjelekkan produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut 

untuk membatalkan nama domain. 

2. Mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat 

pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya 

bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di 

pengadilan. 

3. Dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dan bagi para wiraswastawan 

di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan 

berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. 

4. Memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di 

luar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili. 

5. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan 

pemilik kartu, secara jelas bisa dituntut melalui hukum. 

 

H. Perkembangan Sosial Media 

Awal mula terbentuknya sosial media terjadi pada tahun 1978 dari penemuan 

sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah, atau 

mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat 



29 

 

elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon 

dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen 

dan Randy Suess yang keduanya adalah sesama pecinta dunia 

komputer.  Perkembangan sosial media pertaman kali dilakukan melalui 

pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA ( Advanced Research 

Project Agency) pada tahun 1971. Tahun 1995 kelahiran dari situs GeoCities, 

situs ini melayani Web Hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data - 

data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja, dan 

kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website 

lain. 

Kemudian ditahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama yaitu 

Sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs 

Classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, 

Sixdegree.com dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di 

banding Classmates.com 

Selanjutnya tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu 

blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman 

situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari blogger ini bisa memuat hal tentang 

apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Blogger 

bisa dikatakan menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial. 

Pada tahun 2002 kemudian berdiri sebuah sosial media 

bernama friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu 

menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi 
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fenomenal. Selanjutnya ditahun 2004 lahirnya media sosial lain 

seperti facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga 

sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang 

memiliki anggota terbanyak. Tahun 2006 lahirnya twitter, situs 

jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena 

pengguna dari twitter hanya bisa mengupdate status atau yang 

bernama twitter ini yang hanya dibatasi 140 karakter.  

Tahun 2010 juga muncul aplikasi bernama instagram. Instagram berdiri pada 

perusahaan Burbn, Inc., merupakan sebuah teknologi start up yang hanya 

berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada 

awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam 

mobile, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan juga Mike Krieger, 

memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu 

mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya 

mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya masih 

ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final, adalah 

aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana isinya 

terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger 

untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun 

akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga 

kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi 

instagram. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial 

Instagram pada awalnya hanya digunakan untuk keperluan pribadi seperti 

mengunggah foto pribadi, namun di zaman sekarang ini instagram tidak hanya 

digunakan untuk mengunggah foto pribadi saja, namun digunakan untuk 

berbisnis juga. Beberapa orang lebih banyak memilih melakukan transaksi jual 

beli melalui media instagram ini karena banyaknya keuntungan yang di 

dapat
30

. 

I. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1.  

    Kerangka Pikir 
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 http://yunisharayy.blogspot.co.id/2016/04/perkembangan-media-sosial_9.html, 

diakses pada 15 Oktober pukul 21:00. 

Pembeli Penjual 

Hak dan Kewajiban 

Para pihak 

Kelebihan dan 

Kelemahan 

Akibat Hukum 

Perjanjian Jual Beli Online  

Melalui Instagram 
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Penjelasan skema: 

Berdasarkaan skema di atas, para pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum 

mengadakan transaksi online mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu, 

perjanjian tersebut dilakukan melalui media instagram. Dasar hukum 

perjanjian tersebut terdapat di dalam KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan, 

khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan 

sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (lex specialis) transaksi jual 

beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PK. 

 

Kemudian dengan adanya perjanjian tersebut sehingga menimbulkan hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak seperti 

adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, karena 

transaksi ini dilakukan dengan online pasti akan menimbulkan suatu kelebihan 

dan kekurangan. Dengan adanya berbagai kelebihan dari transaksi online ini 

tidak memungkiri pula banyaknya risiko yang timbul dalam transaksi ini 

karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka 

mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena 

bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian, sehingga 

perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara 

elektronik juga, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada 

transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan 

berbagai akibat hukum dengan segala risikonya. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif terapan, pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan 

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur terapan. Penelitian 

normatif terapan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan transaksi jual beli melalui 

media instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

ITE. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum 

deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat
31

. Penelitian ini menggambarkan secara jelas, 

rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam 

                                                           
31

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Abadi, 

2004), hlm. 50. 
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lingkup pengaturan tentang transaksi jual beli melalui media instagram 

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 

 
C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif terapan. Istilah terapan artinya bersifat nyata. Jadi, yang 

dimaksudkan dengan pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati 

masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan 

terapan harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik 

penelitian lapangan. Peneliti mengadakan wawancara kepada masyarakat 

mengenai masalah transaksi jual beli melalui media instagram Menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan 

dengan mengadakan wawancara langsung kepada para pihak yang 

bersangkutan .  

 

Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada 

bulan Oktober tahun 2016 dengan  jumlah 20 responden yaitu terdiri dari 

10 penjual online di media instagram dengan account instagram 

@dht.bags, @dht.parcel, @ranselbdl, @mrs.parceldanhampers, 

@madeline_hijabandcase, @tumishop, @kittyhijab, @meutiahijab, 
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@apple.worldwides, @trildstore.id, dan 10 pembeli yang pernah 

melalukan transaksi pembelian dimedia instagram dengan account 

instagram @dheaht @uluulharahap, @mandahabe, @mariessasa, 

@putriseptia, @eviraida, @sbrnahilaihi, @anatiapjl, @lindayanaprimadi, 

@kuntarichres.  

Penulis memilih 20 responden karena dalam penelitian menggunakan 

metode wawancara ini membutuhkan waktu sehingga dari 20 data yang 

didapat sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana keadaan 

transaksi jual beli melalui media instagram, dan 20 orang yang terpilih 

tersebut sudah pernah melakukan transaksi jual beli melalui media 

instagram lebih dari 5 kali dengan berbagai keadaan yang ada.  

2. Data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik; 

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014. 

b. Bahan hukum sekunder 

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai bahan 

hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti 

jurnal atau makalah. 
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c. Bahan hukum tersier 

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-

cara sebagai berikut: 

1. Studi lapangan 

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara 

wawancara. Berdasarkan wawancara peneliti telah mengetahui dengan 

pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber yaitu penjual dan 

pembeli di instagram. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara 

sistematis (daftar pertanyaan terlampir). Peneliti juga bisa menggunakan 

berbagai alat bantu penelitian seperti alat bantu untuk merekam, kamera 

untuk foto, serta alat bantu lainnya yang menunjang dalam wawancara ini. 

 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, 

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
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permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang ITE dan UUPK. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan melalui tahap: 

 

1. Pemeriksaan data 

pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan 

yaitu transaksi jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 

 

2. Editing 

yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah 

data yang kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Kemudian data disesuaikan dengan permasalahan yang ada 

yaitu transaksi jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. 

 

3. Sistematika Data 

merupakan kegiatan mengelompokkan data secara sistematis. Data yang 

sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 

Kemudian data disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu transaksi 

jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang ITE. 
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G. Analisis data  

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder  

dianalisis  secara  kualitatif,  yang  berlaku  dengan  kenyataan  sebagai gejala 

data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif 

juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang 

tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 

hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas mengenai jawaban dari permasalahan
32

. Kemudian data disajikan secara 

sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap 

transaksi jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang ITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Ibid., hlm.127. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

1. Jual beli melalui media instagram telah melahirkan hak dan kewajiban 

kepada para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban 

tersebut merupakan realisasi dari adanya hubungan hak dan kewajiban 

berupa jual beli melalui media instagram. Hak dan kewajiban tersebut 

harus dilaksanakan oleh para pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain. 

Hak dan kewajiban itu juga merupakan kontraprestasi dan prestasi yang 

harus dilaksanakan dalam hubungan hak dan kewajiban dalam jual beli 

melalui media instagram.  

2. Pada saat ini beberapa orang lebih tertarik melakukan jual beli melalui 

media instagram karena dapat berkomunikasi tanyab jawab antara penjual 

dan pembeli mengenai ketersediaan barang. Adanya kelebihan lain seperti 

dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun sehingga tidak mengganggu 

aktivitas lain.  Kelebihan lainnya seperti dengan sekali mengunggah dapat 

langsung tersambung kebeberapa media sosial lain sehingga pemasaran 

dapat lebih luas secara cepat. Namun, dari kelebihan yang ada, instagram 

juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya lembaga yang 

menjamin keabsahan toko online ini, dan keberadaan konsumen yang tidak 
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tervisual secara jelas. Tetapi, dengan kekurangan yang ada tidak 

mengurangi jumlah pemakai maupun transaksi jual beli yang terjadi di 

media instagram selama masih dapat menguntungkan para pihak.  

3. Wanprestasi pada dasarnya cenderung dilakukan oleh pihak penjual. 

Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan seperti (a) tidak memberikan 

barang atau jasa yang diminta oleh pembeli, (b) terlambat dalam 

memberikan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen, (c) 

memberikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal 

atau terdapat cacat pada barang tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum 

dari wanprestasi yang dilakukan oleh penjual adalah berupa ganti rugi atau 

pembatalan perjanjian. Ganti kerugian dalam transaksi jual beli melalui 

media instagram yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang, 

dan kompensasi yaitu berupa pemotongan biaya bagi konsumen.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen selaku pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli 

melalui media instagram agar lebih berhati-hati dalam melakukan 

transaksi sebelum deal order. Pembeli sebaiknya bertanya apabila ada 

risiko-risiko yang timbul dalam perjanjian jual beli melalui media 

instagram.  

2. Penjual selaku pelaku usaha sebelum melakukan pengiriman barang dapat 

melakukan pengecekan pada mutasi bank yang masuk agar tidak tertipu 

pada pembeli yang belum melakukan pembayaran.  
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3. Pemerintah, perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang 

berkesinambungan khususnya Departemen Kominfo dan Departemen 

Perdagangan, atau membentuk komisi khusus pengawasan perdagangan 

online yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang perdagangan online.  

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

 

Asnawi, Haris Faulidi. 2004. Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, 

Yogjakarta. Magistra Insania Press. 

 

Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak  

Indonesia. Jakarta.  Citra Aditya Bakti. 

 

--------- 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung. Citra Aditya Bakti.  

 

Harahap, M Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung. Alumni.  

 

H.S, Salim. 2003. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta. Sinar Grafika.  

 

--------- 2015. Hukum Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika. 

 

Husnan, Fathul dan Java Creativity. 2015. Buku Pintar Bisnis Online. Jakarta. PT 

Elex Media Komputindo. 

 

Imaniyati, Neni Sri. 2013. Hukum Bisnis, Yogjakarta. Graha Ilmu. 

 

Indrajit, Richardus  Eko. 2001. E-Commerce:Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia 

Maya. Jakarta. Gramedia. 

 

Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo 

Persada. 

 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung.  PT Citra 

Abadi. 

 

--------- 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.  

 

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Seri Hukum Perikatan (Perikatan 

yang Lahir dari Perjanjian), Jakarta. Raja Grafindo Persada.  

 

Rusli, Hardijan. 1993. Hukum  Perjanjian  Indonesia dan Common Law. Jakarta. 

Pustaka Sinar Harapan. 

 

Sasongko, Wahyu. 2016. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen. Bandar Lampung. Universitas Lampung.  

 

Setiawan, Rahmat. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung. Bina Cipta.  

 



--------- 2000. Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum  Kontrak. Jakarta. 

Rineka Cipta. 

 

Sitompul, Asril. 2004. Hukum Internet, Bandung. Citra Aditya Bakti.  

 

Subekti, R. Tjitrosudibio, 1985. Aneka Perjanjian. Bandung. Penerbit Alumni.  

 

--------- 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermasa.  

 

Sunarso, Siswanto. 2009. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta. 

Rineka Cipta. 

 

Syahmin. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 

 

Syaifuddin, Muhammad. 2016. Hukum Kontrak. Bandung. CV  Mandar Jaya.  

 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik 

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor:  16/1/PBI/ 2014 Tentang Perlindungan 

Konsumen Jasa Sistem Pembayaran  

 

 

C. Website 

 

http://yunisharayy.blogspot.co.id/2016/04/perkembangan-media-sosial_9.html  

 

http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-

Digunakan-Di-Indonesia 

 

http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-

kebanyakan-cewek/,  

 

http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-

indonesia-terbanyak-mencapai-89 

 

 

 

http://yunisharayy.blogspot.co.id/2016/04/perkembangan-media-sosial_9.html
http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia
http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia
http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/
http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/
http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89
http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89

